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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.




B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. Pasal 8 ayat (1) berbunyi PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;

2. Pasal 8 ayat (2) berbunyi Persiapan pelaksanaan rekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. penyusunan jadwal
rapat pleno rekapitulasi; b. pembagian tugas; dan c. penyiapan sarana
dan prasarana;

3. Pasal 12 ayat (1) berbunyi PPK melaksanakan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak
suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dari

seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya;

4. Pasal 12 ayat (2) berbunyi Dalam hal masih terdapat kotak suara
tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di
kecamatan karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau
ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPK
dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat
kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap
kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan
lain/ kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK;

S. Pasal 12 ayat (4) berbunyi Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas a.
Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. PPS dan sekretariat PPS;

6. Pasal 22 ayat (1) berbunyi PPK mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara selesai;

7. Pasal 24 ayat (1) berbunyi Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat
mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

8. Pasal 24 ayat (2) berbunyi Dalam hal terdapat keberatan terhadap
prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK

wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.

e




C. Sebagaimana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan:

1. Pasal 115 berbunyi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi
keadaan sebagai berikut:

a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara tidak dapat dilanjutkan;

b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang
kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;

d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;

e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;

[ saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan,
pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau

g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar
tempat dan waktu yang telah ditentukan.

2. Pasal 177 ayat (1) berbunyi Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara
pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil
penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi calon tingkat
Kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas Kecamatan, atau PPL maka
PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan;

3. Pasal 177 ayat (2) berbunyi Penghitungan dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan
suara;

4. Pasal 178E ayat (1) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja
memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan
hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling
lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak
Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);



5. Pasal 178E ayat (2) berbunyi Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan
dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana maksimumnya;

6. Pasal 183 berbunyi Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait
dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

7. Pasal 193 ayat (3) berbunyi Ketua dan anggota KPPS, ketua dan
anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan
anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum tidak membuat dan/ atau menandatangani berita acara
perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh)
bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil di tingkat
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU
Kabupaten Paser untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai Tata
cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan
perbuatan melawan hukum pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

Ketua Bawaslu Kalimantan Timur;
Arsip.




